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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAZRAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 261
TENTANG
URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwwg uraian jabatan merupaitan salan satu faktor penting dalam
manajamen sumbser dayz manusa pada satiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah, guna mengoplimalkan kinerja s=iiap pegawai;

Menimbang :

"

o

bahwa uraian jabstan sebagaimana dimaksud dalam huruf &, disusun
dalam rangxa tertlb penyeienggaraan pembinaan Kepegawaizan dan
penaiaan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah,

[

Dpahwa berdassrkan pertimbangan sebagaimanas dimaksud dalam
wret a dan huruf b, periv menatapkan Peraturan Gubernur tentang
Jraian Jabatan Upit Felakssna Tekn's pada Bzdan Pengelola
{euangan Daarah;

5'*dqng <Undang Nomor & Tehun 274 tentang Pokok-pokek
“epegawaian sebagzimanz {slsh diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1206:

Mengingsa :

Uneang-U frdewg Nomeor 10 l'z-t“u.n ZC04 tentang Fembentukan
avaturan Parund fang-undangan
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oncang-Undang MNomer 32 Tazhun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah sebagaimana ielah Ssberapa kali diubah terakhir dengan
Une4ang-Undang Nomaor 12 Tahin 2008:

4. uncang-lindarng Nomer 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukoia Jakaria r:ebaga- lbukota Megara
Azsatusn Republik indonesia:

rafuran D#“‘G'ﬂ'ﬂia?‘- Nemor 41 Tahun 2007 tentang Organisas
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Menetapkan
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14,

Perzturan Menteri Dalam Negeri Nomer 4 Tahun 2005 tentang
Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Peme=rintah Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendavagunaan Aparaiur Negara Nomor
KEP31/%.PAN/B/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

raturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
rengkst Daerah;

Perzturan Gubernur Nomor 36 Tahun Z008 tentang Analisis pada
Jabztan Perangkat Daerah;

Perzturar Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
atz Kerja Badan Pengelola Keuangan Daarah;

Peraiuran Gubernur Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Crganiszsi dan Tata Kerja Unit Pelayanen Kas;

Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pembentukan
QOrganisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas;

Peraturan Gubernur Nomor 65 Tshun 2002 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyimpanan Barang Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Crgenisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobllisasi dan Pemeliharaan
Az Daerah,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN JABATAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PAD/, BADAN FENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Psraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :

-

Gubernur adzalah Kepala Daerah Provinsi Dasrah Khusus Ibukofa
Jakar

Badzn Pengalela Keuangan Uazerah yang selanjutnya disingkat BPKD
acaizh Bedan Pangelola Keuangan Daerah Provinsi Daersh Khusus
lhukota Jekarta.

Unit Ler ja- erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
tau Subordinat SKFD.

Biro Crganisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sekralariet Daerah Provinsi Daerah ¥husus lbukota Jakarta.



i 1) Uraian J: batan Unit Pelaksana Taknis pada Badan Pengelela Keuangan
Daerah meliputi :

a. uraian jabatan untuk Jabalan Struktural; 4an
b.

(2) da
pada

ks

=
f=l

uraiar jabatan untuk Jabatan Fungsional.

oatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
da ,Ht (1), sebagaimanza lercantum dalam Lampiran Peraturan
N

ybernur ini.

Fasaj 3

(1) Indikator 2tau faictor yang diuraikan pada uraian jabatan untuk Jabatan
Struktura! dan untuk Jabaten Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 2 ayat (1) meliputi :

ool 1o B B o W o <1}
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B s 3

name jabatan;

nama Satuan Kerja Perangkat Dzersh:;
ringkasan tugas;

hasil erja;

bahar kerja;

alat kerja,

rincian tugas;

tanggung jawab;

wewenang:

namez jabatan bawahan langsurg:
xeadzan tempat kerja;

huburgan kerja;

. upaye fisik;

ksmungkinan risiko bahaya;
syarat jabatan; dan
informzasi lainnya.

(2} Syarat Jahatan Struktural dan Jabatzn Fungsional sebagsimana dimaksud
padz ayal (1) hurf o meliputi :

orom
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pendidikan formai;

pendidikan dan pelatihan kedinssan;
dangicat/golongan;

2engsishuan kerja;

sengaiaman kerja:

xondizi fisik;

bakat:

temparamen; dan

minat.

(3) Pendidikzn Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
meliputi :

0.0 oo

e ja’g minimal;
jenjang ideal;

disiplin limu ideal; dan
digiplin iimu altarnatif.



(4) Pencidikan dan Pelatihan Kedinasun sebagaimana dimaksud pada
ayat ‘2Y huuf b meliouti

5. ¢zl Takpis:
2. ¢ det Fungsional; dan
¢. cikiat iepemimpinan.

BAB 1
PEMANFAATAN
Unit Pe'akszna Teknis pada Badan Fangeiola Keuangan Daerah wajib

memen’aatkan uraian jabaizn yang ditetepkan dalam Peraturan Gubernur
ini sebraai casar:

a. miernvusun peta jabatan dinas

3. mzayusu formasi kebutuhan pegavaidinas
¢. ma aksanskan :errbinaan pagawai dinas; dan
d. penampzian/penugasan pegawai ginas

z2si dan Tetalaksanz menjadikan uraian jabatan yang ditetapkan
'wran Gubernur in’ sebage! bahan monitoring/pemantauan dan
i iormasi jabatan Unit "f*la' csana Teknis pada BPKD.

BAB IV
MONITORING DAaN EVALUASH-
Pasz! 6

Biro T -ganisasi dan Tatalsksana meiaksanakan monitoring pemanfaatan

dan kevalidan uraian ighatan Unit Pelaksans T2knis pada Badan Pengelcla
Keuangan Daerah szacara barkzls atau sewakiu-wakiu sesuai kebutuhan.

Pa=sal 7

Birc Crganisasi dan Tatalaksana me'akukar evaluasi uraian jabatan Unit
Pelak=anz Teknis pada Badar Pengelcla Keuangan Daerah dilakukan
seiaribat-lambatnya 1 (saiu) kali daizm 2 (tiga) tahun atau sewaktu-wakiu
sesual kekutuhan.

Pazai 8
Daizin muigksanakan monitoring dan v "’!Jasﬁ sebagaimana c¢imaksud
e~

al § dan Paszi ?. Birc Organ:sasi dan Talalaksana dapat
menginutezrizkan SKPCAUKPD terka'l alau p"r'- < xeliga atau tenaca ahil.



